SALINAN

Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor
32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 24);



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Sistem Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang
Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 99).

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang
Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2019 Nomor 160);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019
Nomor 235);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor
235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 32);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor
235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 34);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor
235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 43);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor
235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 59);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 74 Tahun 2020 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor



38.

39.

40.

41.

42.

235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 74);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor
235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 77);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedelapan atas Peraturan Walikota Probolinggo
Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 84);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 111 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 111);

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 111
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 147);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 122
Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo
Berbasis Akrual (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2020 Nomor 142).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

1.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas :
Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 183.680.648.895,19
b. Pendapatan Transfer Rp 715.678.307.047,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 22.668.719.620,41

Jumlah Pendapatan Rp 922.027.675.562,60



2. Belanja :

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai Rp 388.271.776.738,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 347.940.951.313,04
3) Belanja Subsidi Rp 0,00
4) Belanja Hibah Rp 17.372.255.939,37
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 2.049.785.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 819.897.545,00
Jumlah Belanja Operasi Rp 756.454.666.535,41
b. Belanja Modal
1) Belanja Tanah Rp 0,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp 38.141.749.214,00
3) Belanja Bangunan dan Gedung Rp 26.328.125.666,51
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 18.041.137.912,43
5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 3.419.408.482,00
6) Belanja Aset Lainnya Rp 81.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Rp 86.011.421.274,94
c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Tak Terduga Rp 35.201.392.765,00
Jumlah Belanja Rp 877.667.480.575,35
Surplus Rp 44.360.194.987,25
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp 169.603.170.797,96
b. Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00

Pembiayaan Netto

Rp 159.603.170.797,96

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 203.963.365.785,21

Pasal 2

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

(2) Ringkasan laporan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih

lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.



Pasal 3
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Agustus 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680138 199403 2 014




